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ABSTRACT 
 
Since the Agrarian Law No.5/1960 was issued, all types of dualism 
in land rights In Indonesia, which was inherited from the Dutch 
colonialism, have conversed the ownership of land, along with the 
adat land. According to the verdict of Padangsidimpuan District 
Court No. 06/Pdt.G/2004/PN.Psp, the plaintif was the heir of the 
land which was obtained from the Landraad verdict with the land 
as an adat land. Meanwhile , the plaintiffs complaint was referred 
to the illegal at by the respondent which was evident in the Court 
hearing that they had issued the Declaration of Heirs, the Letter of 
Notifiation of Heir, and controlled the land rights owned by the 
plaintiff. Later, it had been transferred to another respondent so 
that it was evident that the transfer caused written judicial 
evidence, a land rights certificate in the name of the respondent. 
The judge finally gave a verdict which stated that the respondent 
was guilty by the legal consideration of written evidence in the 
Court and the witness testimonies which stated that plaintiff was 
the person who had the right for the land, while the respondent’s 
land rights had no legal enforcement and legally null and void. 
Therefore , it was necessary to study the enforcement of legal 
certainty in land ownership on the Landraad Verdict and the 
legality when a person had the evidence of land rights certificate. 
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I. Pendahuluan 
 Sering terdengar  adanya perselisihan perdata tentang kepemilikan sebidang 
tanah yang telah memiliki sertifikat sebagai tanda bukti tanah yang bersangkutan atau 
sengketa pemilikan tanah berupa sertifikat tanah berlawanan dengan (Surat 
Keterangan Adat dan lain-lain).
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 Hal yang sama dalam kehidupan masyarakat terdapat kasus perselisihan 
sengketa kepemilikan lahan yang berhubungan dengan pengusaaan lahan tanpa 
setifikat dan kepemilikan sertifikat sebagai tanda bukti kepemilikan tanah yang sudah 
masuk keranah  hukum hingga sampai ke tingkat Putusan Peninjauan Kembali. Kasus 
bermula terdapat Penggugat (Ahli Waris) yang memiliki sebidang Tanah dari warisan 
dari Almarhum (Pewaris) pada jaman Belanda berdasarkan Putusan Landraad 
pengadilan pada waktu itu, akan tetapi sebidang tanah ini menjadi sengketa karena 
muncul pihak lain (Tergugat) yang mengklaim dengan berbagai bukti yang menurut 
pihak lain (Tergugat) hingga peralihan hak atas tanah milik Penggugat,dan tanpa 
diketahui Penggugat terbit Sertifikat Hak Milik atas tanah tersebut. Sedangkan 
Penguggat (Ahli waris) memiliki bukti kepemilikan tanah berupa surat Putusan 
Landraad Padang Sidimpuan No 12/1930 E.P.S tertanggal 6 Juni 1930 yang 
menyatakan tanah  tersebut adalah haknya Almarhum (Pewaris) dari Penggugat (Ahli 
Waris) sedangkan disatu sisi Tergugat memiliki bukti Kepemilikan tanah berupa 
“bukti fisik” yakni Sertifikat Hak Milik No 294. 
Perumusan masalah penelitian ini adalah : 
1.  Bagaimana Kepastian hukum terhadap  penguasaan tanah didasari oleh Putusan 
Landraad No 12/1930 E.P.S tertanggal 6 Juni 1930? 
2.  Bagaimana Keabsahan Sertifikat hak milik No 294 atas nama tergugat IV 
Rosmawar Br Dalimunthe yang diterbitkan oleh Pihak yang berwenang pada 
kasus perkara sengketa tanah atas perkara no 06/PDT.G/2004/PN.Psp? 
Sesuai dengan perumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini ialah : 
1. Untuk mengetahui bagaimana Kepastian hukum terhadap  penguasaan tanah 
didasari oleh Putusan Landraad No 12/1930 E.P.S tertanggal 6 Juni 1930 
2.  Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap kepemilikan 
sertifikat hak milik yang diterbitkan olah Pihak yang berwenang dalam kasus 
perkara sengketa tanah tersebut. 
II.  Metode Penelitian 
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
yuridis normatif,yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan 
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pustaka atau data sekunder belaka,dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau 
penelitian hukum kepustakaan.Penelitian hukum normatif atau kepustakaan tersebut 
mencakup: 
a. Penelitian terhadap asas-asas hukum 
b. Penelitian terhadap sistematika hukum 
c. Penelitian terhadap taraf sinkroniasi vertical dan horizontal. 
d. Perbandingan hukum. 
e. Sejarah hukum. 
 
Dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data kepustakaan.
2
 
Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara menghimpun data dengan melakukan 
penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi bahan hukum 
primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.
3
 
Data Sekunder diperoleh melalui studi pustaka atau literatur,Data sekunder 
tersebut meliputi: 
1. Bahan Hukum Primer ,yang merupakan bahan hukum yang mengikat berupa 
peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan ,yang antara lain dari: 
a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek); 
b. Undang-Undang Agraria no 5 tahun 2960 
c. Putusan Pengadilan Negeri Padang Sidimpuan Nomor 06 
/Pdt.G/2004/PN.Psp.-. 
e. Undang undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
f. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah 
 
2. Bahan Hukum Sekunder ,yang merupakan bahan hukum yang memberikan 
penjelasan mengenai bahan hukum primer sebagaimana yang terdapat dalam 
kumpulan pustaka yang bersifat sebagai penunjang dari bahan hukum 
primer,yang terdiri dari : 
a. Buku-buku; 
b. Jurnal-jurnal; 
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Bambang Sunggono,Metodologi Penelitian hukum,Suatu Pengantar,(Jakarta:PT Raja 
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Soejono Soekanto dan Sri Manudji,Penelitian Hukum Normatif Suatu Tingkatan 
Singkat,(Jakarta:Raja Grafindo Indonesia, 1995), hlm. 38 
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c. Majalah-majalah; 
d. Artikel-artikel media; 
e. Dan berbagai tulisan lainnya. 
3. Bahan Hukum Tersier atau bahan non hukum,yaitu berupa kamus,ensiklopedia 
dan lain lain.
4
 
III.  Hasil Penelitian dan Pembahasan  
 Masa Sebelum Kemerdekaan Republik Indonesia terbagi atas Masa sebelum 
Agrarische Wet tahun 1870 dan masa setelah Agrarische Wet tahun 1870 sampai 
dengan Proklamasi Kemerdekaan, Masa setelah kemerdekaan Republik Indonesia 
terbagi atas dua yakni Masa sebelum UUPA pada tahun 1945 sampai dengan tahun 
1960 dan Masa setelah UUPA yaitu setelah terbitnya Undang Undang Nomor 5 
Tahun 1960 tentang Ketentuan Dasar Pokok Agraria tanggal 24 September 1960. 
 Undang undang Pokok Agraria nomor 5 tahun 1960 antara lain bertujuan 
untuk menghapuskan dualisme di bidang hukum tanah. Undang-undang ini mencabut  
Agrarische  Wet  1870  beserta ketentuan-ketentuan lanjutannya,dan mendasarkan diri 
kepada hukum adat, karena hukum adat dianggap bersumber kepada kesadaran 
hukum rakyat.
5
Hak-hak barat dan hak-hak adat dikonversi menjadi hak-hak baru 
menurut undang undang ini, sebagai  berikut :
6
 
Hak eigendom, hak agrarische eigendom, hak milik, yayasan, andarbeni, hak 
atas druwe, hak atas druwe desa, pasini, grant sultan, landerijenbezitsrecht, 
altijddurendeerfpacht, hak usaha atas bekas tanah partikelir dan hak hak lainnya 
dengan nama apapun juga menurut hukum adat (yang akan ditegaskan oleh menteri 
agraria) dikonversi menjadi hak milik menurut undang undang pokok agraria yang 
baru ini.  
 Istilah agraria atau sebutan agraria dikenal dalambeberapa bahasa.Dalam 
bahasa Belanda, dikenal dengan kata akker yang berarti tanah pertanian, dalam 
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.Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, 
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bahasa Yunani kata agros yang juga berarti tanah pertanian.
7
 Dalam bahasa Latin, 
ager berarti tanah atau sebidang tanah, agrarius berarti perladangan, persawahan dan 
pertanian.
8
 Dalam bahasa Inggris, agrarian berarti tanah untuk pertanian.
9
 
 Kepastian hukum kepemilikan hak atas tanah dimulai dari Pada zaman 
Belanda yang dengan adanya dualisme, yang pada saat itu untuk mendapatkan suatu 
kepastian hukum Pemerintah zaman belanda sudah membagi bagi penggolongan 
kepemilikan tanah baik golongan hak barat maupun golongan Hak Pribumi (Bumi 
Putera) dengan sistem pendaftaran tanah,Khusus untuk golongan Pribumi diatur 
mengenai kepemilikan tanah seperti tanah hak milik adat pada waktu itu yakni 
kepemilikan tanah adat dimana untuk memperoleh tanah atau transaksi jual beli tanah 
pada waktu itu cukup hanya dilakukan dengan terang dan tunai saja didepan penghulu 
atau pemuka desa setempat tanpa perlu mendaftarkan hak nya atas tanah. 
 Pengadilan yang disediakan waktu itu untuk menangani perselisihan baik 
perselisihan perdata maupun pidana,disediakan khusus kepada para pihak. Dan 
Pengadilan Landraad  pada saat itu dipakai untuk menyelesaikan perselisihan 
termasuk salah satunya perselisihan mengenai tanah adalah Pengadilan Landraad.  
 Pengadilan Landraad terdapat di kota kota kabupaten atau kota lain sesuai 
kebutuhan. Susunan kelembagaan yaitu terdiri dari majelis hakim dengan seorang sarjana 
hukum sebagai hakim ketua yang membawahi pegawai pemerintahan sebagai hakim anggota, 
seorang panitera, seorang jaksa (jika perkara pidana), dan seorang penasihat sidang jika yang 
diperkarrakan orangberagama Islam atau golongan lain yang berlaku hukum Adat. Landraad 
memiliki kewenangan sebagai berikut yaitu :
10
 
1. Perkara perdata dan pidana (yang mengadili golongan Pribumi)  yang diperkenankan 
oleh Undang Undang untuk diaadili pada tingkat pertama. 
A. Kepemilikan tanah berdasarkan Putusan Landraad 
 Kepastian Hukum Penguasaan tanah pada waktu itu yang dibeli oleh Sikalang 
gelar Soetan Parhimpunan ( Pewaris ) dalam hal ini masyarakat yang menganut 
                                                          
7
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9
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hukum adat dalam hal ini penguasaan tanah secara perorangan diperbolehkan, dan 
terbukti dari adanya bukti tertulis yang menjamin kepastian hukum jual beli tanah 
tersebut. Perjanjian Jual beli tanah yang dilakukan oleh para pihak melalui Bukti P3 
dalam persidangan yang diperlihatkan oleh Penggugat (Ahli waris). 
 Sewaktu sengketa lahan pada waktu itu terjadi yakni antara Sikalang Gelar 
Soetan (Pewaris) dan Mertua Pewaris dimana pada saat itu tanah berikut rumah 
ditempati oleh Mertua Pewaris dan mendapati rumah yang ditempati Mertua Pewaris 
dalam keadaan rusak maka oleh Sikalang Gelar Soetan (Pewaris) mengusir dan 
Mertuanya tidak mau pindah dan terjadilah upaya hukum oleh Pewaris yakni 
mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Padang Sidimpuan pada tahun 1930 dan 
dikabulkan dengan keluarnya putusan No 12/1930 E.P.S yang diputus pada tanggal 6 
Juni 1930.Putusan ini merupakan Putusan Laadraad. 
 Kepastian Hukum kepemilikan tanah berdasarkan Putusan Landraad 
Sejak Lahirnya Undang Undang Pokok Agraria,memang tidak ada dijelaskan secara 
tegas mengenai kepemilikan tanah berdasarkan Putusan Pengadilan zaman belanda 
apakah masih berlaku atau tidak.Undang Undang Pokok Agraria memfokuskan 
kepastian hukum kepemilikan tanah pada “merombak” sistem kepemilikan tanah 
pada zaman belanda,seperti menghapus sistem dualisme pengaturan pendaftaran 
tanah pada zaman belanda dan melakukan pembaharuan di bidang pendaftaran dan 
kepemilikan tanah dengan Univikasi dan konversi hak hak atas tanah barat dan tanah 
adat. 
 Meski tidak diatur kepemilikan tanah atas dasar Putusan Landraad akan tetapi 
bukan berarti Kepemilikan tanah atas dasar Putusan Landraad menjadi tidak 
berdasarkan hukum/tidak diakui.Dilihat dari dasar konstitusional pembentukan dan 
perumusan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Dalam Penjelasan Umumnya, 
dinyatakan dengan jelas bahwa tujuan diberlakukannya UUPA adalah:
11
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a. Meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional yang akan 
merupakan alat untuk membawa kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi 
negara dan rakyat tani, dalam rangka masyarakat yang adil dan makmur;  
b. Meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan 
dalam hukum pertanahan;  
c. Meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai 
hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya.  
 Pada huruf c mengatakan tujuan dasar diberlakukan UUPA adalah untuk 
Meletakkan dasar dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak hak atas 
tanah bagi rakyat seluruhnya. Dari  poin huruf c sebenarnya sudah dapat dilihat 
bahwa kepastian hukum atas hak hak atas tanah sudah “dipayungi” oleh Undang 
Undang Pokok Agraria.Demikian halnya kepemilikan hak atas tanah atas dasar 
putusan landraad,Meski Putusan Landraad sudah tidak berlaku lagi di Indonesia akan 
tetapi jika Putusan Landraad tersebut mengacu pada objek Kepemilikan tanah maka 
setiap kepemilikan tanah tersebut masih dalam koridor Undang Undang Pokok 
Agraria,dengan demikian kepemilikan tanah berdasarkan Putusan Landraad dimana 
Pemilik hak atas tanah Sikalang Gelar Soetan Parhimpunan (Pewaris) merupakan 
Warga Negara Indonesia /Rakyat Indonesia wajib juga hak hak atas tanah nya 
dilindungi. 
 Dalam pertimbangan hakim, hakim memutuskan Menimbang bahwa bukti P.5 
yakni Putusan Landraad Padang Sidimpuan No 12/1930 E.P.S tertanggal 6 Juni 1930 
dengan terjemahan sebagaimana tertuang dalam bukti P.6, P.10 daalam hal mana 
menurut penilaian Majelis Hakim telah dikuatkan dengan bukti P.7, P.8 ,P.9,maka 
bukti P5 (Putusan Landraad No 12/1930 E.P.S tanggal 6 Juni 1930 haruslah diterima 
dan diakui kebenarannya baik secara formal dan materill sepanjang tidak terdapat 
Putusan Landraad atau Putusan Pengadilan yang lain yang lebih tinggi yang isinya 
bertentangan atau membatalkan putusan sebagaimana termuat dalam bukti P.5. 
Dalam Putusan ditingkat  Perkara Peminjauan Kembali Nomor 592 
PK/PDT/2009 Hakim berpedapat bahwa alasan alasan dalam peninjauan kembali 
tidak dapat dibenarkan, karena judex juris tidak melakukan kekeliruan dan kekhilafan 
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yang nyata, bahwa perolehan hak oleh pemohon kasasi/Tergugat IV yang membeli 
dari tergugat I dan II adalah tidak sah karena membeli bukan dari yang berhak dan 
dengan demikan Sertifikat hak Milik juga tidak sah.Menimbang bahwa berdasarkan 
pertimbangan pertimbangan diatas maka permohonan peninjauan kembali yang 
diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali Hj ROSMAWAR BR DALIMUNTHE 
tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak. 
 Mencermati Putusan dari hakim yang menyatakan bahwa sertifikat yang 
dimiliki tergugat adalah batal demi Hukum jika dibandingkan dengan Putusan 
Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui keputusannya tanggal 5 September 
1975 No. Register 716 K/Sip/1973 dalam kaidah hukumnya menyebutkan bahwa : 
Pengeluaran/pencabutan dan pembatalan surat sertifikat adalah semata-mata 
wewenang dari Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah, bukan 
termasuk wewenang Pengadilan Negeri, maka gugatan penggugat mengenai 
pencabutan/pembatalan sertifikat tidak dapat diterima. 
 Dengan melihat keputusan Mahkamah Agung diatas,maka yang berwenang 
untuk mengeluarkan/mencabut dan membatalkan sertifikat tanah adalah Instansi 
Agraria dan bukan Pengadilan Negeri.Pengadilan Negeri hanyalah berwenang untuk 
menilai siapakah yang berwenang atas tanah dimaksud. 
 Sedangkan Pembatalan Hak atas tanah karena melaksanakan Putusan 
Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan Hukum Tetap sebagaimana diatur pada 
Keputusan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No 9 Tahun 
1999 
12
 
1.  Keputusan pembatalan hak atas tanah karena melaksanakan putusan pengadilan 
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap diterbitkan atas permohonan yang 
berkepentingan. 
2.  Amar putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap meliputi 
dinyatakan batal atau tidak mempunyai kekuatan hukum atau yang intinya sama 
dengan itu. 
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3.  Permohonan pembatalan hak karena melaksanakan putusan pengadilan yang 
telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan langsung kepada 
Menteri atau Kepala Kantor Wilayah atau melalui Kepala Kantor Pertanahan. 
4.  Satu permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ,hanya untuk 
satu atau beberapa hak atas tanah tertentu yang letaknya dalam satu Kabupaten 
/Kota. 
 Kembali kepada Putusan Hakim dalam Perkara,Putusan Hakim 
Pengadilan Negeri  dinilai telah tepat dalam menjatuhkan putusan dan sejalan dengan 
bukti kepemilikan tanah khususnya kepemilikan tanah hak milik.Seperti yang 
dijelaskan sebelumnya untuk hak-hak tanah yang tunduk kepada hukum adat telah 
diadakan ketentuan khusus yaitu dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 26 DDA/1970, di mana konversi dari hak-hak adat tidak ada batas waktu 
konversi. 
 Dengan demikian Kepemilikan tanah adat yang dikuasai perorangan oleh 
Sikalang Gelar Soetan Parhimpunan (pewaris) dan kemudian diwariskan kepada 
Pengugat (ahli waris) yang saat ini menggugat para tergugat atas kepemilikan tanah 
sudah sesuai,meskipun sejak dari zaman pewaris yakni sebelum Indonesia merdeka 
sampai sekarang setelah lahirnya UUPA Penguggat (Ahli waris) tidak kunjung juga 
melakukan konversi atas tanah adat yang dia warisi turun temurun dari Sikalang 
Soetan Parhimpunan (pewaris) tetap saja penguasaan tanah adat yang Penggugat 
(Ahli Waris) saat ini adalah sah menurut UUPA. 
 Ditegaskan juga dalam Pasal 88 ayat 1 Peraturan Menteri Agraria/KBPN 
Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang pada intinya menngatakan 
untuk bekas tanah milik adat atau TMA yang meskipun alat bukti tertulis tidak 
lengkap akan tetapi keterangan saksi maupun pernyataan yang bersangkutan yang 
dapat dipercaya kebenarannya oleh kepala kantor pertanahan tetap dapat di konversi 
haknya menjadi hak milik.Kata tetap dapat di konversi hak nya menjadi hak milik 
menandakan bahwa Peraturan Menteri Agraria tidak mewajibkan pendaftaran tanah 
adat untuk dikonversi haknya,akan tetapi alangkah baiknya terhadap kepemilikan 
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tanah adat untuk dilakukan konversi hak nya ke hak milik agar tidak terjadi sengketa 
dikemudian hari. 
 Hal ini juga sejalan dengan pandangan hakim dan telah mencerminkan asas 
kepastian hukum,bahwa hukum itu didasarkan pada fakta (Tatsachen),bukan suatu 
rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim, di pengadilan  
dengan dikabulkannya gugatan Penggugat (Ahli Waris dari Pewaris) berdasarkan 
bukti Putusan Landraad,dimana hakim Majelis berpandangan bahwa bukti P5 ( 
Putusan landraad) telah cukup kuat untuk membuktikan bahwa yang berhak 
sepenuhnya atas tanah adaalah si Kalang gelar Sutan Parhimpunan (Pewaris) 
ditambah Pembuktian yang mengarah pada Para Penggugat adalah Ahli Waris yang 
sah dari Pewaris dengan keterangan saksi penggugat yang menerangkan jika 
Penggugat juga anak dari Si Kalang gelar Sutan Parhimpunan (Pewaris) dimana saksi 
lahir di rumah tersebut bersama 2 adik saksi yang tinggal bersama dengan keluarga 
Penggugat dan saksi lainnya yang menerangkan hubungan keterikatan dengan 
Penggugat dan menyaksikan langsung dan mengalami langsung yang memangg 
menguatkan Penggugat adalah Ahli Waris yang sah. 
B. Kepemilikan Tanah dengan Sertifikat hak milik 
 Meskipun dalam kasus Tergugat IV mendapatkan hak atas tanah yang didapat 
dari Itikad baik dengan didapatnya sertifikat kepemilikan tanah yang melalui 
serangkaian proses pendaftaran tanah untuk menjamin kepastian hukum, akan tetapi 
bukan berarti Ia memiliki bukti yang sudah sangat kuat atau Mutlak sebab Negara 
Indonesia menganut sistem publikasi pendaftaran tanah yang artinya dalam Sistem 
publikasi yang digunakan dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah pada dasarnya 
terdapat dua sistem yaitu sistem publikasi positif dan sistem publikasi negatif. Pada 
pendaftaran tanah yang mempergunakan sistem publikasi positif, di siniNegara 
sebagai pendaftar menjamin bahwa pendaftaran yang sudah dilakukan adalahbenar 
dan orang yang mendaftar sebagai pemegang hak atas tanah tidak dapatdiganggu 
gugat lagi haknya. 
 Kemudian pada sistem publikasi negatif, Negara sebagai pihak pendaftar tidak 
menjamin bahwa orang yang terdaftar sebagai pemegang hak adalah orang yang 
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benar-benar berhak.Pendaftaran tanah tidak membuat orang memperoleh tanah, 
kemudian benar-benar menjadi pemegang hak yang baru.Orang yang terdaftar belum 
tentu merupakan pemegang hak yang sebenarnya, sehingga jika ternyata dikemudian 
hari terdapat kesalahan maka dapat dilakukan perbaikan-perbaikan. 
 Sistem publikasi yang digunakan Undang-Undang Pokok Agraria dan 
Peraturan Pemerintah 24 Tahun 1997 adalah sistem publikasi negatif yang 
mengandung unsur positif, hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh BudiHarsono 
dalam bukunya yang berjudul “Hukum Agraria Indonesia, SejarahPembentukan 
Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya.” Sistem publikasi negatif 
yang dianut bukanlah sistem publikasi negatif murni karena dalam Pasal 19 ayat (2) 
huruf c UUPA menyebutkan bahwa pendaftaran tanah menghasilkan surat-surat tanda 
bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.
13
 
 Bukti kepemilikan Hak milik yang dimiliki oleh Tergugat IV dapat menajadi  
alat bukti yang kuat sepanjang Alat bukti sertifikat hak atas tanah tidak ada yang 
menyanggah atau pihak yang menyanggah tidak dapat membuktikan bahwa 
kepemilikan Hak milik tergugat IV didapat dengan melawan hukum.Akan tetapi 
disini kepemilikan hak atas tanah  didapat dari perbuatan melawan hukum yang 
awalnya dikuasai oleh Tergugat I, II, dan III dengan melawan hukum dengan 
mengurus segala dokumen dokumen sampai dengan terbitnya hak atas tanah milik si 
penggugat, dan dalam hal ini Penggugat juga dapat membuktikan haknya sebagai 
pemilik hak atas tanah yang lebih kuat melalui bukti P5 yakin Putusan Landraad. 
 Penguasaan tanah yakni dalam putusan landraad berupa tanah adat masih 
tetap sah di mata hukum, terhadap penguasaan hak atas tanah adat pengakuan dan 
penegasan hak tersebut merupakan bagian dari konvensi hak atas tanah atau 
pembuktian hak lama namun hanya untuk bekas Hak Milik Adat, sedangkan untuk 
bekas hak hak barat, setelah tanggal 24 September 1980, sesuai dengan Keputusan 
Presiden No 32 Tahun 1979, tidak dapat lagi dilaksanakan konversi atasnya, kendati 
masih ditemukan adanya bukti bukti lama dan hanya dapat dilakukan melalui 
                                                          
13
Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia (Hukum Tanah Nasional),Jilid I ( Djambatan, 
Jakarta, 2003) hal 81 
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pemberian hak atas tanah. Pihak yang menguasai tanah tersebut harus mengajukan 
permohonan baru ke Kantor Pertanahan untuk memproses haknya kembali.
14
 Dengan 
demikian penguasan tanah adat oleh Sikalang Gelar Soetan Parhimpunan (Pewaris) 
dan diwariskan kepada  Penggugat (Ahli Waris) masih dapat berlaku dan dapat 
dikonvensi ke hak milik oleh pemilik. 
 Dalam Pokok Perkara  oleh Tergugat IV yang jawabannya menyatakan bahwa 
kepemilikan Sertifikat hak milik didapat dari Jual beli antara tergugat dengan tergugat 
IV dilakukan dihadapan PPAT dalam hal ini yang berwenang adalah Camat Padang 
Sidimpuan Utara,dimana jual beli juga disaksikan oleh Lurah Padang sidimpuan,dan 
menurut Tergugat IV selaku pemilik sertifikat hak milik ia membeli tanah/rumah 
perkara dengan itikad baik,dan menurut nya pembelian tanah/rumah harus dilindungi 
oleh hukum. 
 Akan tetapi mengutip dari Artikel dari Prof.Dr Syafruddin 
Kalo,S.H.,M.H.Hum mengatakan Serifikat hak atas tanah adalah suatu produk 
Pejabat Tata Usaha negara (TUN) sehingga atasnya berlaku ketentuan-ketentuan 
Hukum Administrasi Negara. Atas perbuatan hukum tersebut seseorang selaku 
pejabat TUN dapat saja melakukan perbuatan yang terlingkup sebagai perbuatan yang 
melawan hukum baik karena kesalahan (schuld) maupun akibat kelalaian 
menjalankan kewajiban hukumnya.Atas perbuatan yang salah atau lalai tadi 
menghasilkan produk hukum sertifikat yang salah, baik kesalahan atas subyek hukum 
dalam sertifikat maupun kesalahan atas hukum dalam sertifikat tersebut.Kesalahan 
mana telah ditenggarai dapat terjadi dalam berbagai proses pendaftaran tanah.
15
 
 Jika dikaitkan dengan kepemilikan tanah oleh tergugat IV didasarkan atas 
dasar jual beli tanah dengan tergugat I,II,dan III selaku pejabat yang membuat produk 
peralihan hak atas tanah jelas produk tersebut cacat hukum.sebab dalam bukti sidang 
di pengadilan negeri PadangSidimpuan dalam Putusan Reg Nomor 
                                                          
14
 M Yamin Lubis dan A.Rahim Lubis,Op.Cit,  hal 226 
15
 Prof.Dr Syafruddin Kalo,S.H.,M.H.Hum,Apek dan Impikasi Hukum dan Pendaftaran tanah 
dan Penerbitan Sertifikat Hak atas tanah dikutip dari media Internet 
http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol19216/aspek-dan-implikasi-hukum-dalam-pendaftaran-
tanah-dan-penertiban-sertifikat-hakhak-atas-tanah pada tanggal 16 April 2015 
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06/Pdt.G/2004/PN.Psp dalam fakta di persidangan jelas bahwa penguasaan tanah oleh 
tergugat I II dan III menguasai tanah dengan cara melawan hukum yakin menerbitkan 
Surat Pernyataan Ahli waris,kemudian dari surat pernyataan ahli waris  dibuat surat 
keterangan ahli waris,lalu atas dasar itu menguru Surat keterangan tanah dan 
mengalihkan sebagain tanah tanpa persetujuan Penggugat kepada tergugat IV dengan 
proses jual beli.Akibatnya Produk hukum yang dihasilkan tentu disini cacat hukum 
karena perolehan kepemilikan hak atas tanah diperoleh dengan cara melawan hukum. 
 Kesalahan dalam pembuatan sertifikat bisa saja karena adanya unsur penipuan 
(bedrog), kesesatan (dwaling) dan atau paksaan (dwang), dalam pembuatan data fisik 
maupun data yuridis yang dibukukan dalam buku tanah. Dengan demikian sertifikat yang 
dihasilkan dapat berakibat batal demi hukum.Sedangkan bagi subjek yang melakukan hal 
tersebut dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad).
16
 
 Dengan demikian Perolehan/Penguasaan hak atas tanah meski dilakukan dengan 
etikad baik melalui jual beli tanah akan tetapi tidak menjamin kepastian hukum hak atas 
kepemilikan tanah.Dan ini dapat berimbas pada proses penegakan hukum dengan sanksi 
Pidana. 
 Pasal 52 UUPA Nomor 5 Tahun 1960  telah mengamanatkan penegakan hukum dan 
bidang pendaftaran tanah dapat dikenakan sanksi pidana atas perbuatan-perbuatan 
tertentu.Peraturan pelaksanaan dari ketentuan ini dirumuskan dalam Peraturan 
Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran tanah. PP ini menggariskan 
kebijakan kriminalisasi yang dirumuskan dalam Pasal 42 sampai Pasal 44. Kebijakan 
kriminalisasi dalam PP No. 10 Tahun 1961 dengan tegas menentukan bahwa sanksi pidana 
terhadap pelanggaran batas-batas dari suatu bidang tanah dinyatakan dengan tanda-tanda 
batas menurut ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Agraria. Pelanggaran atas pembuatan 
akta tentang memindahkan hak atas tanah, memberikan suatu hak baru atas tanah, atau hak 
tanggungan tanpa ditunjuk oleh Menteri Agraria dipidana dengan hukum kurungan 
selama-lamanya tiga (3) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh ribu 
rupiah.
17
 
 
                                                          
16
Ibid 
17
Undang-undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 
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IV.  Kesimpulan Dan Saran 
A. Kesimpulan 
1. Meski tidak diatur penguasaan tanah atas dasar Putusan Landraad bukan berarti 
kepemilikan tanah atas dasar putusan Landraad menjadi tidak sah, dalam hal ini 
Putusan Landraad tidak berlaku lagi di Indonesia akan tetapi mengacu pada objek 
kepemilikan tanah maka setiap kepemilikan tanah tersebut masih dalam cakupan 
Undang Undang Pokok Agraria, dengan demikian tanah berdasarkan Putusan 
Landraad dimana pemilik tanah yang merupakan Warga Negara Indonesia wajib 
dilindungi hak atas kepemilikan tanah seperti yang diamanatkan dalam Undang 
Undang Pokok Agraria No 5 tahun 1960 sehingga Putusan Landraad dapat 
dijadikan alat bukti yang sah di pengadilan yang didalam putusannya 
memutuskan mengenai penguasaan hak atas tanah pada waktu itu dan pada 
putusan pengadilan negeri dan pengadilan tinggi tetap mengakui serta dapat 
dijadikan alat bukti yang masih mempunyai nilai pembuktian. 
2. Bahwa Surat Keterangan Waris merupakan perbuatan yang bertentangan dengan 
hukum, berdasarkan keterangan atau fakta yang tidak benar dan bertentangan 
dengan hokum. Berdasarkan putusan pengadilan bahwa Sertifikat tanah atas 
nama Rosmawar br Dalimunthe tidak mengikat dan tidak mempunyai kekuatan 
hukum. Berdasarkan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 
Tentang Pendaftaran Tanah ayat (4) berbunyi : jika penerima warisan lebih dari 
satu orang dan waktu peralihan hak tersebut didaftarkan disertai dengan akta 
pembagian waris yang memuat keterangan bahwa hak atas tanah atau hak milik 
kepada seorang penerima warisan. 
 Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 294, atas nama Rosmawar br Dalimunthe 
yang menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Tinggi dan Putusan Mahkamah 
Agung tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah atau sertifikat hak miliknya 
batal. 
 
B. Saran 
1. Perlu adanya pembenahan serta pembinaan yang intensif oleh InstansiPemerintah 
terkait dalam hal dan ini terhadap Badan Pertanahan Nasional Republik 
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Indonesia, agar dalam pelaksanaan tugasnya bisa lebih sistematis dan teliti 
sehingga sertifikat hak atas tanah dapat lebih member manfaat preventif, secara 
tegas dan jelas atas kepastian perlindungan hukum bagi pemegang sertifikat 
tanda bukti hak tersebut.  
2. Para petugas BPN sebagai instansi yang berwenang, dalam hal penerbitan 
sertifikat hak-hak atas tanah, perlu terlebih dahulu memeriksa rekaman data fisik 
dan data yuridis dalam buku tanah, supaya penerbitan sertifikat tidak tumpang 
tindih atau terdapat dua (2) sertifikat atau lebih di atas satu (1) bidang 
tanah.Disamping itu peran Kepala Desa ataupun Lurah sangat menetukan dalam 
hal pembuatan surat keterangan tidak adanya silang sengketa yang kemudian 
dikuatkan dengan surat keterangan Camat setempat terhadap tanah yang 
bersangkutan. Tidak mustahil hal ini dapat terjadi kerena adanya kepentingan 
berbagai pihak yang terkait dengan pendaftaran tanah dan penerbitan sertifikat 
atas tanah.Untuk itu diharapkan lebih berhati hati dalam menerbitkan surat terkait 
dengan tanah yang bersangkutan. 
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